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ABSTRACT 
 The settlement of joint property after divorce is stipulated in Article 37 on the 
Marriage Law which states that in case a marriage is dissolved due to a divorce, the 
joint property is stipulated accordingly to respected laws. Yet in practice the 
Religious Court Ruling stands more in the position that joint property after divorce 
must he divided equally between the divorced husband and wife. However, over the 
time, the Ruling of Religious Court at Bukit Tinggi No 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt states 
that joint property is divided with one-third for the husband and two-third for the 
wife. The ruling of Religious Court at Bukit Tinggi No. 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt 
decision not to follow the provisions of the Marriage Act and the compilation of 
Islamic law and jurisprudence of the Supreme Court rule No. 120K / Sip / 1960 by 
some religious court judge still followed . Religion Hill High Court judge is a justice 
of the view if it does not divide the joint property is not as large , the division of joint 
property upon divorce is considered a sense of justice are taken into consideration in 
determining the portion of the part of joint property. 
Keywords: Divorce, Share of Property, Joint Property.  
I. Pendahuluan 
 Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. 
Perkawinan bertujuan untuk selamanya dan  kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi 
pasangan suami istri yang bersangkutan. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah  
pernikahan, yaitu akad  yang  sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan  untuk menaati 
perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah dan  rahmah.
1
 
 Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
merupakan tujuan ideal yang tinggi dan mencakup pengertian jasmani dan rohani 
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yang melahirkan keturunan,
2
 sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah 
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena 
sebab-sebab lain selain kematian  diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga 
suatu pemutusan ikatan perkawinan yang berupa perceraian hidup merupakan jalan 
terakhir, karena setelah itu tidak ada jalan yang lain.
3
 Setelah adanya perceraian, 
maka timbul masalah baru yaitu bagaimana dengan pembagian harta bersama yang 
ada dalam perkawinan tersebut.  
 Penyelesaian harta bersama dalam perceraian menurut ketentuan Pasal 37 
Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan apabila perkawinan putus karena 
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam 
penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukum 
masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya.
4
  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampai sejauh ini hanya ada satu 
putusan Pengadilan Agama yang tidak membagi harta bersama menjadi dua bagian 
sama besar, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 
618/Pdt.G/2012/PA.Bkt yang menetapkan dalam amar putusannya bahwa harta 
bersama dalam perkawinan dibagi menjadi 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian 
untuk istri. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt 
mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian lebih mempertimbangkan rasa 
keadilan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan porsi bagian dari harta 
bersama tersebut. Namun demikian, putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 
618/Pdt.G/2012/PA.Bkt apabila dibandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah 
Agung yang dilaksanakan pada hampir seluruh putusan Pengadilan Agama di 
Indonesia, putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi tersebut sangat bertolak 
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belakang, atau dengan kata lain tidak mengikuti kaidah Yurisprudensi Mahkamah 
Agung yang berlaku.    
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian suami 
istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI? 
2. Bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri dalam Putusan 
Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt menurut  
Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 
120K/Sip/1960? 
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di 
lingkungan Pengadilan Agama Medan 
 Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pembagian harta bersama 
pasca perceraian suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
KHI. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pembagian harta bersama pasca perceraian 
suami istri dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 
618/Pdt.G/2012/PA.Bkt menurut  Undang-Undang Perkawinan, KHI dan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 120K/Sip/1960. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembagian harta bersama suami 
istri pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Medan. 
II. Metode Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 
1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan 
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan dengan permasalahan harta 
bersama dalam perkawinan pasca perceraian. 
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-
hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan masalah dengan permasalahan harta 
bersama dalam perkawinan pasca perceraian. 
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang 
berkaitan dengan objek penelitian.
5
 
 
III.Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Ketentuan Hukum Pembagian Harta  Bersama Pasca Perceraian Suami Istri 
Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
 Tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada Bab VII diberi nama dengan judul Bab Harta Benda dalam 
Perkawinan. Harta bersama diatur dalam dalam Bab VII itu pada Pasal 35, 36 dan 37. 
 Sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata, mulai saat perkawinan 
dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami-
istri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan 
suatu persetujuan antara suami-istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari 
ketentuan itu, suami-istri itu harus menempuh jalan dengan membuat perjanjian 
kawin yang diatur sebagaimana dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. 
 Menurut Pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 
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pengawasan masing-masing suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas 
harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau istri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. 
Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur 
menurut hukum masing-masing. 
 Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-
masing. Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau 
istri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. Tidak diperlukan bantuan 
hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-
masing suami-istri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum 
Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-
istri karena perkawinan. Baik harta istri maupun harta suami tetap mutlak menjadi 
hak istri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan istri. 
 Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami-istri adalah : (1) Harta 
bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan dan (2) Harta yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang 
berbentuk hadiah, hibah dan warisan. Diluar jenis ini semua harta langsung menjadi 
harta bersama dalam perkawinan. 
 Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-istri selama ikatan perkawinan 
menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan 
perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah 
istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami 
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mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa 
harta itu didaftarkan.
6
 
B. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor  618/Pdt.G/2012/Pa.Bkt 
Menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Dan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 120k/Sip/1960 Tentang Pembagian 
Harta Bersama Pasca Perceraian Suami Istri 
 Majelis berpendapat bahwa bagian untuk suami (Penggugat) hanya mendapat 
1/3 bagian dari harta bersama dan bagian untuk isteri (Tergugat) mendapat 2/3 bagian 
sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan. Majelis Hakim berpendapat 
karena harta yang diperoleh (tanah dan bangunan) selama perkawinan Penggugat 
dengan Tergugat selama ini lebih dominan usaha dari Tergugat, dengan demikian 
tidak sepantasnya/ sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama 
antara Penggugat dengan Tergugat. 
 Sedangkan terhadap barang dagangan/barang harian yang merupakan barang 
bergerak harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan menjadi 
objek perkara, oleh Penggugat diperkirakan nilainya sebanyak Rp 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) agar dibagi 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 
(satu per dua) bagian untuk Tergugat. Gugatan Penggugat terhadap dagangan barang 
harian tersebut tidak disebutkan jenis barang, jumlah barang, kondisi barang dan 
keadaan barang, akan tetapi hanya memperkirakan nilai seluruh barang-barang 
tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
 Atas gugatan Penggugat terhadap isi toko barang harian tersebut, maka 
majelis berpendapat bahwa barang harian tersebut merupakan harta bersama yang 
tidak dapat dibagi karena tidak menyebutkan jenis barang, jumlah barang, kondisi 
barang dan keadaan barang. Setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut 
diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat atas dagangan 
barang harian harus dinyatakan ditolak, sementara terhadap gugatan Penggugat atas 
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harta bersama (tanah dan bangunan) diterima dengan pembagian 1/3 bagian untuk 
suami (Penggugat) dan 2/3 bagian untuk isteri (Tergugat). 
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan 
Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya. Perkara harta 
bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai 
dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, 
konvensi.  
 Maka dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi 
memutuskan: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah: 
Sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di 
Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, dengan SHM Nomor. 32/ Desa 
Kubang Putiah Ateh, SU No. 05.07.05/2000, yang pemegang haknya atas nama 
Tergugat, demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri di atasnya berupa 2 
petak toko Permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m; setelah dikeluarkan 
harta bawaan Tergugat 31 emas dan harta keluarga Tergugat yang dipakai untuk 
membangun toko tersebut sejumlah 12 emas. 
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dengan ketentuan 
1/3 (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua per tiga) bagian lagi 
adalah hak Tergugat. 
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian yang menjadi 
hak Penggugat, dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat dengan 
catatan, apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilakukan dengan 
jalan lelang atau konpensasi. 
5. Menolak selain dan selebihnya. 
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6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung 
sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). 
C. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian Di 
Lingkungan Pengadilan Agama Medan 
 Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah 
hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.
7
  
 Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan 
dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena 
pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian 
menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-
masing. 
 Penjelasan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberi jalan 
pembagian sebagai berikut:
8
 
1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan 
kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; 
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut 
merupakan kesadaran yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan; 
3. Atau hukum-hukum lainnya. 
 Apabila dilihat dengan menggunakan hukum agama Islam bila pihak suami 
istri beragama Islam maka pengaturan mengenai harta benda perkawinan menurut 
hukum Islam tidak mengenal harta bersama. Hukum Islam di bidang perkawinan 
merumuskan apabila terjadi perkawinan maka tidak membawa akibat apa-apa 
terhadap kekayaan masing-masing pihak. Harta istri tetap menjadi hak milik yang 
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8
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berada dalam kekuasaan dan penguasaannya dimana ia berhak sepenuhnya untuk 
memindahkan, menjual atau menghibahkannya tanpa persetujuan suami, demikian 
juga sebaliknya suami tetap menjadi pemilik yang mutlak dari segala harta kekayaan 
yang dibawanya kedalam perkawinan.
9
 
 Di sisi lain, pengaturan menurut KHI yang merujuk pada hukum Islam sedikit 
berbeda karena selain terpisahnya harta pribadi suami dan istri, KHI mengatur juga 
mengenai harta bersama yang tercantum dalam ketentuan pasal 85 KHI. Pada 
ketentuan pasal 88 KHI, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang 
harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. 
Bagi suami dan istri yang beragama bukan Islam mengajukan penyelesaian 
perselisihan ke Pengadilan Negeri. 
 Berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan Pengadilan tentang 
pembagian harta bersama pasca perceraian, harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat 
dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/1971 tanggal 30 
Desember 1971 jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo. 
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo. 
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo. Pengadilan Tinggi 
Tasik Malaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo. Pengadilan Tinggi Bandung 
Nomor 198/1969 tanggal 3 Desember 1970 jo. Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 
27/1971 tanggal 16 Maret 1972.
10
 
 Dalam yurisprudensi hampir di seluruh Indonesia, mendahului ketentuan pasal 
35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menerima lembaga harta 
syarikat/ harta bersama sebagai suatu kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam 
stelsel kekeluargaan masyarakat Indonesia dengan istilah yang berbeda masing-
masing daerah dengan sebutan harta Raja Kaya, harta gono-gini.
11
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11
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 Masyarakat patrilinial Tapanuli Selatan tidak mengenal harta pencaharian 
bersama selama perkawinan dan Hukum Islam tidak mengenal harta syarikat/harta 
bersama, akan tetapi sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum Indonesia 
dipandang adil bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta syarikat 
yang harus dibagi dua apabila terjadi perceraian. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah 
Agung Nomor 1031 K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973 menguatkan putusan 
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/1972 tanggal 11 Maret 1972.
12
 
 Pembagian harta bersama pasca perkawinan di Kota Medan sendiri, menurut 
Hakim Pengadilan Agama Medan berpandangan bahwa pembagian harta bersama 
dalam perkawinan pasca perceraian harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri. 
Selama harta tersebut merupakan harta bersama atau dengan kata lain harta yang 
diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, maka baik suami atau istri 
masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama sama besar yaitu 1/2 
bagian secara seimbang.
13
 
 Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan di lingkungan 
Pengadilan Agama Medan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 KHI dimana suami 
dan istri yang bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
14
 
 Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt 
yang menetapkan dalam amar putusannya bahwa harta bersama dalam perkawinan 
dibagi menjadi 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri tersebut, merupakan 
pertimbangan Hakim Pengadilan Bukit Tinggi yang didasarkan pertimbangan 
tertentu, sehingga tidak menutup kemungkinan pembagian harta bersama pasca 
perceraian tersebut tidak dibagi 1/2 bagian sama rata, hanya saja di Pengadilan 
                                                 
12
 Ibid. 
13
 Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama 
Medan, tanggal 27 Maret 2015. 
14
 Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama 
Medan, tanggal 27 Maret 2015 
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Agama Kota Medan praktek pembagian harta bersama selalu dibagi dua sama besar 
antara suami istri yang bercerai.
15
 
IV.Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Ketentuan hukum hal pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri 
menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila 
perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya 
masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang 
dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum 
lainnya. Sedangkan pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 97 
Kompilasi Hukum Islam adalah Janda atau duda cerai masing-masing berhak 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. Perjanjian kawin yang merupakan pengecualian atas ketentuan 
penyatuan harta bersama tersebut dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.  
2. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dalam 
perkara pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri adalah menetapkan 
harta bersama dalam perkawinan dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu per tiga) 
bagian untuk suami dan 2/3 (dua per tiga) bagian lagi adalah hak istri. Maka 
putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi tersebut tidak mengikuti ketentuan 
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta kaidah 
yurisprudensi Mahkamah Agung yang oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama 
tetap diikuti, dengan kata lain putusan Pengadilan Bukit Tinggi tersebut sangat 
bertolak belakang dan bertentangan. Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi 
berpandangan adalah suatu keadilan apabila tidak membagi harta bersama 
tersebut tidak sama besar, pembagian harta bersama setelah perceraian lebih 
mempertimbangkan rasa keadilan yang dijadikan pertimbangan dalam 
menetapkan porsi bagian dari harta bersama tersebut. 
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3. Pelaksanaan pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian di lingkungan 
Pengadilan Agama Medan adalah bahwa pembagian harta bersama dalam 
perkawinan pasca perceraian harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri. 
Selama harta tersebut merupakan harta bersama atau dengan kata lain harta yang 
diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, maka baik suami atau istri 
masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama sama besar yaitu 1/2 
bagian secara seimbang, pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut 
berpedoman pada ketentuan Pasal 97 KHI dimana suami dan istri yang bercerai 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan. 
B. Saran 
1. Agar tidak menimbulkan permasalahan apabila terjadi perceraian sebaiknya 
pasangan suami istri membuat daftar mengenai perolehan harta bawaan masing-
masing suami istri sebelum dan sepanjang perkawinan berlangsung sehingga 
memudahkan menentukan asal-usul harta benda dalam perkawinan, selain itu 
apabila sebelum perkawinan berlangsung pihak suami atau istri memiliki harta 
bawaan, maka harta tersebut harus diperjanjikan sebelum perkawinan menjadi 
harta pribadi suami atau istri. 
2. Dengan semakin maraknya kasus perceraian sekarang ini maka disarankan 
dengan diberikan penyuluhan oleh Kantor Catatan Sipil setempat dimana 
ditujukan kepada semua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum 
mereka melangsungkan perkawinan. Dalam penyuluhan tersebut diberikan 
pandangan/pengertian mengenai apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-
kewajiban antara suami-istri dan mengenai pengurusan harta dalam perkawinan. 
Agar mereka mengerti/menyadari akan pentingnya hal tersebut. Sehingga 
nantinya tidak lagi terjadi keributan dalam berumah tangga. Dan berharap seperti 
tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu 
perkawinan yang bahagia dan kekal. 
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3. Dalam Undang-undang Perkawinan hanya ditemukan 1 (satu) pasal saja yang 
mengatur harta bersama karena perceraian, yaitu Pasal 37, yang pada dasarnya 
mengembalikan pembagian harta pasca perceraian pada hukumnya masing-
masing. Ketentuan tersebut kurang/tidak memadai sehingga dibutuhkan adanya 
ketentuan/aturan hukum yang lebih memadai. Oleh karenanya, akan 
menimbulkan kebingungan dari para pihak dalam menentukan hukum mana yang 
akan mereka pakai apabila menganut hukum yang berbeda antara suami-istri yang 
akan bercerai. Seharusnya dibentuk peraturan baru yang membahas mengenai 
pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian.  
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